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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Berakhirnya pemerintahan orde baru telah mengubah dasar-dasar 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah terjadinya 

perubahan sistem pemerintahan sentralisitik menjadi desentralistik, yang ditandai 

dengan keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

direvisi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan tersebut juga berimplikasi pada 

sistem perencanaan pembangunan yang sebelumnya, seperti diakui Bappenas (2005), 

lebih banyak diwarnai oleh permasalahan inkonsistensi kebijakan, rendahnya 

partisipasi masyarakat, ketidakselarasan antara perencanaan program dan 

pembiayaan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta kurang efektifnya 

penilaian kinerja. Seiring dengan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada 

daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional diterbitkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

 Berbeda dengan sistem perencanaan sebelumnya yang lebih menganut 

pendekatan top-down, sistem perencanaan yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 

2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara top-down 

dan bottom-up, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif. Dalam 

tataran global, kesadaran akan kelemahan pendekatan top-down dalam kegiatan 

pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan telah mendorong munculnya 
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perhatian pada peranan partisipasi masyarakat dan pentingya memahami dinamika 

masyarakat dan pemerintah daerah serta interaksinya dengan pemerintahan yang 

lebih tinggi (Das Gupta et al,2003). Ruang partisipasi yang lebih terbuka mendorong 

masyarakat untuk bergerak bersama dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam 

studinya di Bangladesh, Mahmud (2001) menunjukkan peran aksi kolektif dalam 

membuat suara masyarakat lebih terdengar dan membuka peluang untuk 

memberikan pengaruh terhadap keputusan-keputusan institusi soal pelayanan publik. 

Aksi kolektif mendorong masyarakat lebih siap untuk terlibat dalam proses 

partisipasi. 

 Pada era reformasi sekarang ini perubahan tentang prinsip-prinsip penentuan 

suatu rencana pembangunan mulai dilakukan. Penerapan model bottom up yang 

”benar” mulai dirintis. Aspirasi masyarakat maupun daerah mulai jadi pertimbangan 

utama dalam penentuan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Terutama 

dengan pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

yang merupakan momen awal pelaksanaan otonomi daerah, yakni kewenangan 

daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Nomor 32 Tahun 2004,                 

Pasal 1 ayat  6). Implementasi dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut merupakan 

pelaksanaan desentralisasi pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan 

pemerataan hasil-hasil pembangunan yang bertumpu pada keterlibatan, kemampuan, 

dan peran serta masyarakat di daerah.  
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 Untuk mencapai keberhasilan pembangunan maka banyak aspek atau hal-hal 

yang harus diperhatikan, yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam 

pembangunan. Asumsi para pakar yang berpendapat semakin tinggi kepedulian atau 

partisipasi masyarakat pada proses-proses perencanaan akan memberikan output 

yang lebih optimal. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat 

merupakan indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan. 

Pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat diterima, karena secara ideal tujuan 

pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu 

sangatlah pantas masyarakat terlibat di dalamnya. (Easterly, 2007) 

 Agar tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut maka segala program 

perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, 

karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka 

membangun wilayahnya  serta mereka juga yang nantinya akan memanfaatkan dan 

menilai tentang berhasil tidaknya pembangunan di wilayah mereka.  

 Tjokroamidjojo (1995)  menyimpulkan  bahwa  pembangunan nasional 

merupakan : (1) proses pembangunan berbagai bidang kehidupan, baik sosial, 

ekonomi, politik dan lainnya; (2) proses perubahan sosial yang merupakan proses 

perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya ke arah yang lebih baik, lebih 

maju, dan lebih adil; (3) proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau 

adanya partisipasi aktif masyarakat.  
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 Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan pembangunan sejalan dengan pendapat Conyers (1991) yang lebih 

lanjut mengemukakan 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan mempunyai sifat yang sangat penting : 

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. 

2.  Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila 

mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka 

akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan 

mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. 

3.  Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan 

suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. 

 Pendekatan top-down dan partisipatif dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 

terwujud dalam bentuk rangkaian musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dari 

mulai tingkat desa (musrenbangdes), kecamatan (musrenbang kecamatan) dan 

kabupaten (musrenbang kabupaten). Rangkaian forum ini menjadi bagian dalam 

menyusun sistem perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 

pembangunan setiap tahun. Melalui musrenbang, masyarakat berpeluang 

menyampaikan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam menghasilkan dokumen 

perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 Dengan demikian musrenbang sebagai bentuk proses perencanaan 

pembangunan merupakan wahana publik (public event) yang penting untuk 
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membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu-isu dan 

permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan 

konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang 

juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “top down” dengan 

“bottom up” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (community need 

assessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (technical assessment), resolusi 

konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government 

stakeholder untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan 

dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan 

berbagai sumber pendanaan pembangunan. 

 Pada penjelasan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan pada tahap perencanaan pembangunan 

yang diawali proses penyusunan rencana yang berbunyi: “Melibatkan masyarakat 

(stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-

masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. 

Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat 

kecamatan hingga musrenbang tingkat kabupaten. 

 Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan penelitian terdahulu ada fenomena 

menarik dalam proses perencanaan pembangunan khususnya yang dilaksanakan di 

Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, antara lain adalah kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap arti penting pelaksanaan proses perencanaan pembangunan 

yang belum diketahui dan dimengerti oleh sebagian besar peserta terutama mengenai 
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bagaimana proses musrenbang, kegiatan seperti apa yang harus diusulkan, untuk 

kepentingan apa dan sebagainya.  

 Mekanisme perencanaan pembangunan yang seharusnya diawali mulai dari 

musrenbang desa/kelurahan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing 

desa atau kelurahan sehingga belum melibatkan masyarakat untuk pengusulan 

kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, 

tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan.  

 Pada pelaksanaan musrenbang kecamatan ada kecenderungan bahwa usulan 

yang diajukan merupakan rumusan elite desa/kelurahan, sehingga partisipasi 

masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Hal ini juga dapat dilihat 

ketika proses musrenbang kecamatan tidak ada acara penentuan prioritas kegiatan 

yang dilakukan secara bersama-sama dalam forum musrenbang, karena daftar usulan 

kegiatan prioritas sebagai hasil musrenbang kecamatan yang akan diusulkan ke 

kabupaten sudah langsung dicetak oleh pihak kecamatan. 

 Selain itu dalam proses perencanaan pembangunan belum diawali dengan 

kegiatan pendahuluan atau penyelidikan untuk mendapatkan data yang valid 

mengenai potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Riyadi & Bratakusumah 

(2004) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya 

dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan 

sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan 

digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.  
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  Hal menarik lainnya adalah adanya kecenderungan tingkat kehadiran 

pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan seperti tokoh masyarakat, 

tokoh adat, dan tokoh pemuda relatif rendah, dan tingkat keaktifan peserta relatif 

rendah serta tim delegasi desa belum mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada 

musrenbang kecamatan.  

 Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bahan masukan kepada seluruh 

pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di daerah, maka pada 

kesempatan ini akan dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan proses perencanaan 

pembangunan di wilayah Kecamatan Sidikalang yang notabene merupakan ibukota 

kabupaten. Adapun alasan pemilihan lokasi selain karena keterbatasan waktu dan 

tenaga juga karena kecamatan ini memiliki heterogenitas baik dari latar belakang 

profesi, suku, agama maupun tingkat pendidikan dibandingkan dengan kecamatan 

yang lain. 

 Mengacu pada masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengajukan judul tesis sebagai berikut : “ Partisipasi Masyarakat Dalam 

Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang 

Kabupaten Dairi).” 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka 

rumusan permasalahan penelitian ini adalah : “Bagaimanakah partisipasi 

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan 

Sidikalang Kabupaten Dairi?”  

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan  dan  menganalisa  partisipasi  masyarakat  dalam  proses 

perencanaan pembangunan di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. 

2. Mengetahui permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi hambatan 

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan pemikiran  dan 

rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Dairi dalam era otonomi daerah, 

demi terlaksananya proses perencanaan pembangunan yang berbasis 

aspirasi masyarakat . 

2. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan, khususnya Ilmu 

Administrasi Publik dalam perencanaan pembangunan daerah dan bahan 

perbandingan bagi penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 
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